BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pada hakikatnya, manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Oleh
karena itu, sikap saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan bersama
mesti dijunjung tinggi sehingga terhindar dari ketidakadilan dan penindasan.
Pengalaman ketidakadilan dan penindasan terhadap manusia, terutama pada
kehidupan warga eks Timor-Timur akan berdampak pada pemojokan dan
menghambat perkembangan hidup mereka. Warga eks Timor-Timur mesti
memperoleh pengakuan yang layak agar mereka dapat memperoleh kesempatan
dan kebebasan untuk menampilkan diri serta berkontribusi dengan baik dalam
ruang publik. Birokrasi dalam kehidupan bernegara mesti membuka diri untuk
menerima keberadaan warga eks Timor-Timur layaknya warga Indonesia yang

legal.

Warga eks Timor-Timur adalah mereka yang memilih untuk tetap setia
dan bergabung bersama NKRI pasca jajak pendapat di Timor-Timur (Timor
Leste). Semenjak 1999 sampai dengan saat ini mereka menetap di kabupaten Belu
sebagai warga negara Indonesia yang legal. Kehadiran warga eks Timor-Timur di
Kabupaten Belu merupakan suatu fakta sejarah yang tidak dapat dielakan lagi
dalam bangsa Indonesia. Namun, satu hal yang tidak dapat di dinafikan yakni
bahwa dalam kenyataan, kehadiran dan keberadaan mereka tidak dilihat sebagai
sebuah fakta sejarah oleh negara dan masyarakat setempat. Melainkan kehadiran
mereka dilihat sebagai suatu persoalan dalam kehidupan sosial. Diskriminasi
terhadap warga eks Timor-Timur terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, baik
itu bidang ekonomi, pendidikan, politik dan sosial budaya. Kini sudah dua puluh
lebih tahun warga eks Timor Timur menempati kamp-kamp pengungsi di lahan
pemerintah dan lahan penduduk lokal, cara pandang warga lokal terhadap warga
eks Timor-Timur dan sebaliknya mengalami dinamika. Berbagai kesulitan hidup,
terutama sulitnya akses ekonomi, pendidikan, kondisi pemukiman yang kurang

memadai, serta terpisahnya pemukiman warga eks Timor-Timur dengan
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pemukiman warga lokal menyebabkan terjadinya diskriminasi dan pengecualian

dalam kehidupan sosial di kabupaten Belu.

Ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan warga eks Timor-
Timur, tentunya bukan tanpa sebab, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan
terjadinya ketimpangan sosial dalam kehidupan warga eks Timor-Timur.
Pertama, lemahnya birokrasi negara. Kelemahan birokrasi ini ditandai oleh sistem
politik dari golongan oligarki yang membangun skema politik parokial dalam
menguntungan kelompok sendiri dan mengeliminasi masyarakat kecil, masyarakat
akar rumput menjadi korban dari permainan politik uang, tindakan korupsi yang
merajalela dalam struktur pemerintahan serta rendahnya kinerja dari para anggota
pemerintahan. Kelemahan ini yang membuat warga eks Timor-Timur sampai
dengan saat ini tidak memperoleh kehidupan yang layak sebagai warga negara
Indonesia yang legal. Kedua, kurangnya pemahaman akan identitas warga eks
Timor-Timur dalam hal ini “Pelabelan eks Timor-Timur”. Hampir sebagian besar
warga masyarakat memakai sebutan warga eks Timor-Timur baik itu di lingkup
pemerintahan maupun di lingkungan sosial masyarakat. Pelabelan seperti ini
menguatkan stereotype yang diberikan oleh penduduk lokal terhadap warga eks
Timor-Timur, yaitu sebagai orang yang temperamental, menumpang, dan malas
sehingga warga eks Timor-Timur merasa dikucilkan dari kehidupan bersama.
Ketiga, lemahnya perlindungan hukum, dalam kehidupan sosial warga eks Timor-
Timur di Belu, nampaknya hukum lebih memihak pada warga lokal yang adalah
mayoritas daripada warga eks Timor-Timur yang adalah minoritas. Warga eks
Timor-Timur sebagai kelompok minoritas seringkali tidak mendapat perlindungan
hukum ketika diperlakukan secara tidak adil dalam kehidupan bersama. Bahkan
aparat hukum pun membiarkan begitu saja ketika melihat tindakan diskriminatif
yang dialami oleh warga eks Timor-Timur. Kelima, lemahnya pemahaman akan
politik pengakuan. Negara dan warga negara dalam hal ini pemerintah dan
masyarakat yang ada di Indonesia masih belum memahami akar persoalan yang
terjadi dalam kehidupan warga eks Timor-Timur. Sehingga sampai dengan saat ini
penanganan masalah warga eks Timor-Timur belum tercapai pada titik
penyelesaiaan. Mereka seringkali tidak mampu membangun sikap percaya diri

dan tidak mampu berkontribusi dengan baik dalam relasi sosial dalam lingkungan
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hidup mereka. Kekurangan yang mereka alami ini membuat masyarakat lainya
mendominasi semua aspek kehidupan dalam ruang publik dan warga eks Timor-

Timur selalu terbelakang.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seharusnya
tidak boleh membiarkan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terjadi
terhadap setiap warganya termasuk warga eks Timor-Timur. Warga eks Timor-
Timur juga memiliki hak dan martabat yang sama dengan manusia lainya dan oleh
karena itu, siapapun tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan diskriminasi
terhadap mereka. Warga eks Timor-Timur mesti memperoleh kebebasan dari
segala bentuk ketidakadilan dan penindasan yang telah sekian lama menghantui

kehidupan mereka.

Untuk dapat membebaskan warga eks Timor-Timur dari segala bentuk
ketidakadilan dan penindasan, maka hal penting yang harus dilakukan oleh negara
adalah mengakui kehadiran mereka dengan baik. Disinilah konsep pengakuan
Axel Honneth memainkan peranan pentingnya. Konsep politik pengakuan
sebagaimana yang ditegaskan oleh Axel Honneth dapat menyadarkan pemerintah
dan masyarakat untuk mengakui keberadaan warga eks Timor-Timur sebagai
kelompok sosial yang memiliki identitas, hak dan martabat sama seperti
kelompok sosial lainya. Honneth menekankan bahwa kehidupan subjek hanya
dapat berkembang menuju pemenuhan dirinya jika ditopang dengan pengakuan,
respek dan penghormatan diri dari orang lain. Subjek dapat mengaktualisasikan
segenap potensinya di tengah komunitas secara dialektis dan dalam sebuah

komunitas politis yang tertata baik.

Relasi dialogal sebagai salah satu jalan untuk dapat mengakui identitas
warga eks Timor-Timur dengan baik dan berlandaskan pada ikatan rasa
kesetiakawanan, partisipasi aktif dalam segala proses sosial politis dan respek
terhadap satu dengan yang lain. Ketiga Indasan ini ditegaskan oleh Honneth dalam
tiga ranah pengakuan yaitu cinta, hukum dan solidaritas. Ketiga ranah ini mesti
menjadi landasan dalam membangun relasi sosial yang bertujuan untuk mengakui
identitas warga eks Timor-Timur. Ranah cinta menuntut pemerintah dan

masyarakat untuk mencintai dengan membangun relasi dengan memahami warga
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eks Timor-Timur dengan segala keadaannya. Ranah hukum menuntut masyarakat
secara khusus pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-
hak warga eks Timor-Timur. Ranah solidaritas menuntut masyarakat untuk
memberikan penghargaan sosial terhadap keunikan dan potensi yang dimiliki oleh
warga eks Timor-Timur. Berdasarkan pada konsep politik pengakuan ini
masyarakat secara khusus pemerintah kabupaten Belu yang merupakan
representasi negara membangun interaksi dan dialog dengan warga eks Timor-
Timur sehingga keberadaan warga eks timor-timur sebagai fakta sejarah dapat
diakui oleh masyarakat dan segala bentuk ketidakadilan terhadap warga eks

Timor-Timur niscaya tidak akan terjadi lagi.

Agar cita-cita kesejahteraan warga eks Timor-Timur dapat terwujud, maka
negara mempunyai peran penting untuk memberikan pemahaman yang baik
kepada setiap warganya agar mengakui keberadaan setiap individu dan warga eks
Timor-Timur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur kembali birokrasi
pemerintahan dengan baik, memperkuat perlindungan hukum kepada warga eks
Timor-Timur serta membangun dialog dengan setiap kelompok sosial yang ada
tentang pengakuan akan identitas warga eks Timor-Timur. Negara dan warga
negara harus bisa membuka diri terhadap kehadiran warga eks Timor-Timur serta
menyadari kehadiran warga eks Timor-Timur sebagai sesama manusia yang harus
diakui dan dihargai keberadaanya. Selain itu negara dan warga negara harus saling
bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai politik
pengakuan. Dengan demikian masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih dalam
tentang politik pengakuan dan segala bentuk ketidakadilan dan penindasan

terhadap warga eks Timor-Timur dapat dihindari.

4.2 SARAN

Bertolak dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin mengajukan dua

saran sebagai berikut:

Pertama, bagi pemerintah negara Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas
maka penulis menemukan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya ketidakadilan

terhadap warga eks Timor-Timur antara lain, lemahnya birokrasi pemerintahan
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dalam negara serta minimnya pengetahuan akan politik pengakuan. Oleh karena
itu, untuk dapat mencegah ketidakadilan terhadap warga eks Timor-Timur, maka
pemerintah mesti membenah kembali sistem birokrasi yang baik dalam
menangani ketimpangan sosial yang terjadi pada warga negara secara khusus
penanganan warga eks Timor-Timur. Pemerintah juga mesti mewajibkan para
warganya yang berkecimpung dalam bidang pemerintahan dan pendidikan untuk
memberikan pengetahuan yang memadai tentang politik pengakuan kepada
seluruh masyarakat Indonesia secara khusus warga Kabupaten Belu sehingga
dapat membangun relasi sosial dalam kehidupan mereka dengan baik. Selain itu
dalam rangka membebaskan warga eks Timor-Timur dari bentuk diskriminasi,
pemerintah juga harus memperkuat perlindungan hukum terhadap warga eks
Timor-Timur. Berbagai peraturan daerah yang mengabaikan warga eks Timor-
Timur perlu ditinjau kembali. Hukum juga mesti benar-benar adil untuk semua

warga negara.

Kedua, bagi masyarakat Indonesia, secara khusus warga lokal di
Kabupaten Belu. Masyarakat Indonesia yang berada di Kabupaten Belu mesti
mengakui keberadaan warga eks Timor-Timur. Dengan berpijak pada konsep
pengakuan Axel Honneth masyarakat Indonesia yang berada di kabupaten belu
hendaknya menyadari bahwa warga eks Timor-Timur sebagai sesama manusia
yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan manusia yang lain. oleh
karena itu segala bentuk ketidakadilan terhadap warga eks Timor-Timur harus
diselesaikan. Warga eks Timor-Timur sangat membutuhkan pengakuan dan
penerimaan dari masyarakat setempat. Hal itu harus diwujudnyatakan dengan cara
membangun relasi yang baik dan harmonis dengan warga eks Timor-Timur.

Relasi yang didasarkan pada cinta, hukum dan solidaritas dalam kehidupan sosial.
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